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HARAPAN MASYARAKA’E
‘TERHADAP KIPRAH POLRI DI MASA KINI BAN
BI MASA MENDATANG

“Oleht May. Jen. Pol. (Purny E.. M. Sianturi

-Hasil Pemilihan Umum tanggal 7
Funi 1999 (dalam era reformasi) belum
memberikan gambaran ke arah suatu
penciptaan keadaan.yang :stabil, haik
politik, sesial, ekonomi, dan hukum,
malahan’ télab mulai déngan psy-
Lh(}ioozca] \Hl are (puanﬁ urat saraf)
dengan penvusunan }\ekmmn dan opini
terutama mulﬂenm

glden Su!nlto malﬂ kchldup&n politik
dan .Pemerintahan merupakan masa
peralihan dari suasana Otokralis ke
areh-Demokrasi~dan. transparansi.
Dampak dari peralihan dari Era Orde
Baru ke Era Reformasi, berkembang
pula Kebebasan pers dan kebebasan
mengeluarkan pendapat dan. uajuk
rasa, yang kadang-

calon-calon Pscsnden
vang dikaitkan pula
dengan Reformis dan
Status Guo.
Reformis adalah
kelompok :vang telah
memaksakan leng-
sernya Mantan Pre-
siden Suharto dan
wnptutan-tuntutan
pelaksanaan Demo-

kala tidak terkendali
~-sehingga dapat me-
ngakibatkan gesek-
~an-gesekan dan dapat
~pula menimbulkan
conflict physic. De-
mikian pula mantutan
-akan tegaknya hu-
kum dan tuntutan
Hak Asast Manusia
(HAM) yang lebih

krasi secard penub;
hapus dan hilanznnya korupsi, kolusi,
dan nepotisme (KKN) termasuk di-
adilinya Mantan Presiden Suharto dan
kKroninya serta hapusnya Dwifungsi
ABRI, sedang kelompok Status Quo
adalah kelompok yang dikategorisasi-
Ran-berupaya melestarikan Orde Banu.

KECENDRUNGAN STTUAST
Dengan lengsernya Mantan Pre-

baik, sehingga pola
penanganan setiap masalah harus sesuai
dengan hukum yang kadangkala tidak
terpenuhi karena kebiasaan mental dan
prilaku pada masa Orde Baru.
Keadoan perekonomian juga
masuk diwarnai oleh kesulitan, baik
dalam kehidupan masyarakat maupun
kehidupan berusaha vang ditandai
dengan banyaknya PHK dan peng-
angguran dan hal dapat merupakan
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- wmber mngguan l\eamaﬂan
KOﬂﬂlL l\ehldupan yanv ber%xtat

}\elﬂmpok/nmsmi mas;h meW'unm_"-
'_}\eh;dupan ‘masy arakat sebagai-akibat”
masa lalu di:mana: kebebasan akan’
Lehuﬂupan menﬂelu‘lrkan dan me-
- nyampaikan pendapat sangat terkekang -

ole Pennuasq sehmggz_t ‘pada“masasini

san nat mudah uniuk: membanﬁiutkan ;
: emo& massa dan Lenderunu meno-.

ahaikan 1er [lb hukum

S opolig

sehingga perilaku masyarakat melupakan

etika-politikidéngan.kecenderungan’
memaksakan kehendaknya sendiri

walaupun :dengan. resiko: menjadi

bentiran dengan kelompok lain. Adanya .
tuntutan pembatasan “pelaksanaan

Dwifungsi. ABRI 'sebagai’ akibat
tumbuhnya ketidakpuasan: terhadap

ABRI yang dianggap sebagai alat .

kekuasaan Penguasa.
sKecenderungan konflik di atas akan
nampak pada saat sekarang serta

tereskalasi dan terakumulasi pada Sidang -

Urnium "MPR yang akan datang dan
bahkan kemungkinan sudahnya.

~Apabila.di dalam Sidang Umum -

MPR tidak tercapai persesuaian pen-

dapat dan ‘kompromi atas tuntutan--

turtatan Reformis dan kemungkinan
adanya polarisasi. yang tajam di antara
kelompok Reformis. maka akan dapat
menimbulkan munculnya pressure
groups diluar Sidang-sidang MPR yang
sangat-berpengaruh. dan kalau tidak
terselesaikan muaka akan menjadi
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terjadiny

e_udal\pmsan da]am I\ehzdupan-

- ¢adalah:produk daripada tidak
. :addnyn pembiman ‘dan pendldﬂ\an'-'

politik rakyd{ selama puluhan tahuy,:

lestmbl i “bidang “sosial,politik. "

ekonomi, budaya; ‘dan‘hukum dan
manifestasi daripada distorsi ini adalah

a adLi domba SARA; kerusuhan

dan kekerasan lainnya dan’

massal,

_puncal\nva dapat memmwkmkan di— :
_ -smtecraSl Bdn"bd : S

KIPRA_'H_-_P..(}LRI NSEe
CiMasyarakat smenyadari. akan:

kemungkinan kecenderungan gangguan -

psychis dan physik. tBlSEbUI di atas, nml\a_';_ '

timbul: l\emglr_l_c_ln. dan:-dorongan-akan: ..

kebutuhan masyarakat - untuk me<:
ngedepankan PERANAN POLRI dalanm;,
memelihara-dan menjaga keamanan.
physik: masyarakat. Dorongan ini:
didasarkan 'pda keinginan masyakat:
tentang ‘periakuany pelaksanaan, dan-
penérapan:hukum dalam kehidupan..
masyarakat kKarena Negara Indonesia -
adalah negara vang berdasarkan atas
hukum..Untuk memenuhi keinginan dan -
kebutuhan masyarakat tersebut harus
terpenuhi - pesyaratan-persyaratan:
obyektif -bahwa POLRI -harus kembali:
Kepada jati dirinya sebagai ALAT,
NEGARA PENEGAK HUKUM,
PELINDUNG, dan PENGAYOM -
MASYARAKAT, di mana PERAN dan
FUNGSI POLRI merupakan bagian dari
SUPREMASE HUKUM,; bukan kepada
golongan atau salah satu golongan dan
bahkan dalam penegakan hukum bukan
puia kepada Pemerintah sekiranya
kebijakannya bertentangan dan atau
melanggar hukum.

Penanganan POLRI atas semua
Kasus atau masaiah harus berdasarkan
hukam yang berkeadilan dengan




"Maszh banyak anggota POLRI yang .
berper:laku baik, positif, dan ber- .
dedikasi tinggi tetapi kesan negat:f ini
tumnbuh karena prilaku sebagian ang-

gota POLRI yang bersifat excessive'!. .

pelaksanaan dengan cara-cara manu-

siawi (menghargasi martabat-HAM)-

dan etis, jauh dari sifat-sifat yang lalu,

vaitu POWER BASED. (i{ekuasaan)

dan:arogansi: dan harus: menghapnskan

~+-perilaku, yang- memben kesan:apabila.

berususan dengan POLRI merupakan

HIGH COST:BUSSINESS . (dengan . -

imbalan mahal). Masih banyak anggota
POLRI vang berperilaku baik, positif,
dan berdedikasi tinggi tetapi kesan
negatif-ini tumbuh karena prilaku
sebagian anggota POLRI yang bersifat

excessive yang mempunyai. dampak -

sangat berpengaruh kepada image
negative terhadap POLRI. Oleh karena
it haros lebih ditingkatkan tindakan-
tindakan rewards and punishment
(penghargaan dan hukoman) betapapun
resiko yang dihadapinya.

- Semua pejabat/perwira POLRI
harus memiliki commitment untuk
mengadakan reformasi internal dan
POLRI harus dapat melahirkan para-
digma baru yang didasarkan bahwa
POLRI adalah bagian dari SU-
PREMAST HUKUM dengan filosofi

TRIBRATA dan CATUR PRASETYA.

Paradigma baru ini tidak hanya tertulis
{written), lisan (orally) tetapi harus
diterjemahkan dengan aksi (action)
dalam segala pelaksanaan operasional
POLRI di lapangan.

Disadari bahwa perilaky -dan.
mentalitas. anggota-anggota: POLRIT:
adalah juga produk dari situasiling-
kungan yang puluhan tahun berkembano :
oleh.karena itu: pada era reformasi ini.
POLRI secara bertahap merubah dirinya .
dari paradigma lama dan i image: lama, -
sehingga POLRI meme]opon teoahnya -
Supermasi Hukum dan masyarakat harus.

" turut membantu dengan penciptaan 1_k11_m '

kondusif bagi POLRI untuk ‘menata
dirinya sesuai cita-cita dan keinginan
masyarakat: POLRI ‘harus ‘kembali:ke-
pada‘semangat dan patriotisme pejuang-
pejuang POLRI pada masa Proklamasi
17 Agustus 1945 yang mengabdikan
dirinya dalam Kesamuan POLRI sebagai
POLISI NASIONAL dalam rangka
kebenaran perjuangan Bangsa Indonesia
yang berdasarkan Pancasila dan-UUD
1945. Saat inilah timing yang tepat untuk
menunjukkan kepada masyarakat bahwa
POLRI adalah bagian dari reformasi
yang berkiprah kepada Hukum. Apalagi
tidak, maka POLRI akan ditinggalkan
dan malah SATUAN dan kewenang-
annya akan dipecah-pecah dan dibagi-
bag: dan kalav ini terjadi, maka hilanglah
semua perjuangan pendahulu POLRI
vang menginginkan POLRI sebagai
POLISI NASIONAL. Di samping
adanya keinginan masyarakat untuk
mengedepankan peranan POLRI adapula
elite yang berkeinginan agar organisasi
POLRI dirubah dengan komparasi
negara-negara lain, contohnya organisasi
poiisi di Amerika Serikat dan Malaysia.
Pendapat yang mencotoh pengorgani-
sasian di Amerika Serikat, jelas hal ini
tidak cocok, pertama, karena Amerika
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' -.'._-.1denﬁty _dan I\ultur (culiural) '

_ '. -Serzkat adaiah neoara federaI dan..__.
B kedua bahwa di Amenka Senkat mamh o

' 'Pohsx Nasxonai teta s;stein Kepohsian ;-

_Malaysm ada per bedaan denaan POLRI:
: ¥ alaysm nega:a kerajaan yang'.
'an kesulianan sedangkan_-'

_ INDGNESIA dan POLRI “nya-
Y mempunyas __h1storzs sendm (wordmO—.

sendiri. Oleh karena itu
apabila masyarakat: In&id-
nesia:menghendaki -agar
POLRI d;kedepankan

POLRI Mﬁmsa'm

.oaraan Pemermtahan Neeara ‘maka- -
: pararmkat/badan badan Pemerintahan . -
n: jelas fungsi, ‘wewenang _
' ----:-ﬂunl?_]awqbas_l_nya Sgla1n_1tu cuntuk -

menghilangkan keberpiliakan ‘dan-
pengaruh instansi lain dalam kebijakan,

" politionil: d1 mana POLRI kzprahnya--

“adalah Suprem331 Hukum Untuk me- :
_laksanakan fungsi serta. wewenang dan’

':anggung Jawabnya diberikan’ pula"

: kewenannan untk: membma kemam= "

puan sehingga POLRI: benar-benar' o
pohs: profeszonal &

kem_and;r;an__m; _ad_alah
. kebijakan para legislator/:
% --anggoia MPR remormis:
“rdan‘apabila memang

makakepadanyaiperlu - fl o L “QGEN? FOR ~ POLRI-dinyatakan se-*
RSN Wy PEACE 1 prtmast ko ole
dimaksud adalah : AND - MPR seyogyanya di-
oo g 0\ OGENTIOFT oo xeoudus
pang "tirs'dih dengan in-; MGRQLETV” é%gf “rdinian yang disebutkan di
stansi lain; ‘keduva, strok- o cuilg o atas dencan batasan-bas:

tural, kedudukannya yang -
memungkinkan tidak diinter-."
vensi oleh instansi lajn teritama dalam

sistem peradilan pidana, ketiga,
management otonom (pérencanaan,

pembinaan dan pengelolaan sumber:
daya‘'manusia; anggaran, dan materiil),

dan ‘keempat, adalah peran dan misi
POLRI bersumber sebagai penegak
Supremasi Hukum dan mempunyai

filosoft, yaiiu TRI_BRATA dan CATUR

PRASETYA.
" Kriteria ‘di atas perlu 'dlpenuhl
sehingga dalam sistem penyeleng-
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“tasan:terteniu sejauh ini di

mana pengaruh dan dominasi
Pemerintah terhadap POLRI, khusus'
mengenal -penegakan hukum, dan
kedudukannya perlu dirumuskan dan
dimasukkan dalam GBHN yang akan
datang, sehingga ada pedoman bagi Pe-’
merintah dan DPR untuk membuat Un-
dang-undang tentang pokok-pokok
Kepolisian RI, sebab apabila tidak,
maka POLRI akan di-bawah dominasi
mutlak Pemerintah dan dapat berakibat
kebijakan politik politionilnya ter-
gantung selera yang memimpin.

. dan pertang- . |

Kewenancran pemb&nan N




UPAYA P(}LRI

Dalam era reformam sekarang dars :
masa datang, -doktrin POLRI perlu:

disempurnakan dengan paradigma baru

sehingga pembinaan masyarakat perlu -

dikembangkan‘dengan -pendekatan

sosiologi, khususnya psikologi massa -
untukmengkaitkan peranan:adat istiadat ;.
serta ‘agama untnk ‘menciptakan daya

tangkal: masyarakat terhadap. pe-

langgaran . hukum, kejahatan, dan-
gangguan Keamapan::Dengan pen- .

dekatan tersebut; maka.upaya prevensi
dengan langkah-langkah antisipasi,

preemptive, dan. proaktif adalah vpaya

utama untuk-menciptakan keamanan
masyarakat, ketentraman masyarakat,
ketertiban masyarakat serta tegaknya
hukum. . '

hukum dalam negara hukum yang
demoktratis merupakan fungsi sosial dan
bukan fungsi pertahanan, oleh karena itu
kemampuan komunikasi massa sangat
significant sehingga hubungan masya-
rakat dengan POLRI menciptakan suatu

hubungan yang harmonis, saling harga -

menghareasi, saling banta membanty,
sehingga dengan demikian mayarakat
merupakan agent of information yang
utama. Dengan informasi ini, maka
POLRI mendapat keunggulan di
lapangan dan atau One Step Ahead

daripada pelaku-pelaku palanggaran dan
kejahatan.

Guna melengkapi pendekatan-

pendekatan.di atas, hal yang mutlak:
dikuasai POLRI adalah kemampuan.
dan.ketrampilan profesional:yang.:
tinggi: Penguasaan hukum dan prosedur :
hukum. serta pengetahuan ilmu ke:
polisian yang spesifik dituntut dikuasai
oleh:setiap:anggota POLRI sehingga
masyarakat. terlindungi akan hak-hak-
nya:baik korban maupun pelakunya
sehingga- semua tmdakan POLRI selalu
dalam koridor hukum :

w _'Dengan ;pendekatan ot kemam- .1
puan profesionalnya, maka setiap ang-
gota POLRI harus dibekali pula dengan

‘budi puicern yang luhur, iman dan takwa
. agar sikap dan perilakunya-selaln

memegang teguh etika, norma-norma

kemanusxaan yang herbudaya tmtmi.:-:

- Ral\ " HARAPAN |
Selain pendekatan sosiologis/™ "=
psikologis, bahwa faham penegakan .

: __.Daiam waktu'dekat ini dan-masa

.méndatang POLRI akan dihadapkan

kepada berbagai masalah dan kasus-
kasus pelanpgaran dan kejahatan serta
gangguan keamanan bernuansa politik
yang menuntut kepiawaian setlap
anggota POLRIL - -

Masyarakat akan pasti membantu
POLRI apabila kiprah POLRI adalah
hukum dan kebenaran yang didamba-
kan oleh masyarakat dan tidak ada
keberpihakan kepada sesnatu golongan
manapun.2

JADILAH POLRI MENJADI
AGENT FORPEACEAND AGENT
OF MORALITY
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